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. BUPATI K U N I N G A N  

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KUNIN GAN 

NOMOR: /3 Twos 2y8 

TENTANG 

PEMBANGUNAN EKOWISATA TERPADU 

KABUPATEN KUNINGAN 

BUPATI KUNINGAN 

a. bahwa potensi utama sumberdaya alam Kabupaten 
Kuningan adalah pariwisata berbasis alam sehingga 
potensi tersebut perlu dikembangkan agar menjadi ✓ 

salah satu keunggulan dan daya saing Kabupaten 
Kuningan; 

b. bahwa salah satu upaya penataan ekowisata di 
Kabupaten Kuningan adalah dengan pengembangan 
cluster wisata yang tersebar di beberapa wilayah 
dengan pembangunan ekowisata terpadu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin 
kepastian hukum, Pembangunan Ekowisata Terpadu 
Kabupaten Kuningan perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851);Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten 
dalam lingkungan Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ) ;  



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 2 Seri E); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 

Tahun 2009 ten tang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 3); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2009 Nomor 9 1  Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan 
Tahun 2 0 1 0  Nomor 1 3  Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118) ;  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 
Tahun 2 0 1 1  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Ka bu paten Kuningan Tahun 2 0 1 1 -  2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahu 2 0 1 1  Nomor 157 
Seri D); 



10 .  Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan 
Tahun 2014-2018 (Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8); 

1 1.  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Berita 
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 6 1 ) ;  

12 .  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 68 Tahun 2016 
ten tang Penyelarasan Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 70); 

13 .  Peraturan Bupati Kuningan nomor 84 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Kuningan 
Tahun 2019-2023; 

14 .  Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 1  Tahun 2018 
tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah 
Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 1 1 ) .  

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG 

PEMBANGUNAN EKOWISATA TERPADU KABUPATEN 

KUNIN GAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Kuningan. 
2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

3 .  Bupati adalah Bupati Kuningan. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Kuningan. 



" 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 
Kuningan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 
selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Kuningan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk 
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 
sampai dengan tahun 2018 .  

9. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut 
dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan 
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 

10.  Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
Kabupaten Kuningan untuk periode 1 (satu) tahun. 

1 1 .  Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja 
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 
periode 1 ( satu) tahun. 

12 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

13 .  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

14 .  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

15 .  Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan 
setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi 
dan misi. 

16 .  Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD 
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran 
pembangunan daerah. 



1 7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 
peningkatan indeks pembangunan manusia. 

18. Ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang 
bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang 
masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan 
mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat 
setempat. 

19.  Kawasan Ekowisata Terpadu adalah area yang meliputi 
desa dan kecamatan yang mempunyai fungsi dominan 
sebagai penyedia jasa ekowisata dan ditetapkan sebagai 
kawasan terpadu. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
( 1 )  Maksud penetapan Pembangunan Ekowisata Terpadu 

adalah: 
a. untuk mempercepat pencapaian Visi jangka Panjang 

Kabupaten Kuningan sesuai RPJP Kabupaten 
Kuningan 2005-2025; 

b. untuk memberikan arah dalam melaksanakan 
pembangunan ekowisata bagi seluruh pemangku 
kepentingan. 

(2) Tujuan penetapan Pembangunan Ekowisata Terpadu 
adalah untuk: 
a. mensinergikan perencanaan pengembangan wisata 

daerah antar lembaga dan mitra kerja; 
b. menetapkan kawasan Pembangunan ekowisata 

terpadu; 
c. memberikan arah bagi SKPD dalam menyusun 

program dan kegiatan untuk percepatan 
pembangunan ekowisata terpadu. 

BAB III 
PERENCANAAN EKOWISATA TERPADU 

Pasal 3 
..,, ( 1) Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekowisata 

Terpadu merupakan bagian dari perencanaan strategis 
daerah yang menggabungkan semua potensi ekowisata 
agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah; 



(2) 

(3) 

(4) 

/ 

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
akan dilaksanakan secara bersama-sama antara para 
pihak dan mitra kerja yang berasal dari SKPD lingkup 
Pemerintah Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, 
Kementerian, BUMN/D, Perguruan Tinggi dan Penggiat 
Pariwisata Daerah; 
Perencanaan ini akan dikoordinasikan oleh BAPPEDA 

dan Dinas Teknis yang menangani urusan pariwisata 
daerah; 
Pengembangan Kawasan Ekowisata Terpadu di 
Kabupaten Kuningan direncanakan berdasarkan 
pendekatan wilayah yang didasarkan pada sebaran 
potensi ekowisata sebagai berikut: 
a. Kawasan Ekowisata Terpadu wilayah Kabupaten 

Kuningan bagian Utara, meliputi Kecamatan 
Pasawahan, Mandirancan, Pancalang, Jalaksana, 
Japara, Cigandamekar, Cilimus. 

b. Kawasan Ekowisata Terpadu wilayah 
Kuningan bagian Barat, meliputi 
Cigugur, Kuningan, Darma, 
Nusaherang, Lebakwangi, 
Sindangagung, Kramatmulya. 

c. Kawasan Ekowisata Terpadu Wilayah Kabupaten 
Kuningan bagian Selatan, meliputi Kecamatan 
Ciniru, Hantara, Selajambe, Subang, Cilebak. 

d. Kawasan Ekowisata Terpadu Wilayah Kabupaten 
Kuningan bagian Timur, meliputi Kecamatan 
Cibingbin, Cibeureum, Luragung, Cimahi, Cidahu, 
Kalimanggis, Ciawigebang, Cipicung, Maleber, 
Ciwaru, Karangkancana. 

Kabupaten 
Kecamatan 
Kadugede, 

Garawangi, 

Pasal 4 
Perencanaan pengembangan kawasan ekowisata terpadu akan 
memperhatikan ciri khas keunggulan ekowosata setempat dan 
memprioritaskan pembangunan sesuai tingkat perkembangan 
kawasan wisata dimaksud. 

Pasal 5 
Mekanisme perencanaan pengembangan kawasan ekowisata 
terpadu mengikuti proses perencanaan pembangunan secara 
berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan 
dan Kabupaten. 

/ 



 

BAB IV 

PEMBANGUNAN EKOWISATA TERPADU 

Pasal 6 
Pembangunan kawasan ekowisata terpadu dapat dilaksanakan 
melalui beberapa pendekatan yaitu: 

1) Kegiatan yang berasal dari program pembangunan 
pemerintah baik yang bersumber dari APBN, APBD 
Provinsi, Kabupaten maupun APBDes; 

2) Kegiatan yang berasal dari mitra kerja lembaga pemerintah 
baik yang dilaksanakan mandiri maupun yang 
dikerjasamakan; 

3) Kegiatan yang berasal dari mitra kerja pihak swasta baik 
yang berupa investasi maupun CSR. 

Pasal 7 
Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
dilaksanakan sesuai dengan tata peraturan yang berlaku dengan 
mempertimbangkan azas manfaat, akuntabilitas dan 
keberlanjutan. 

Pasal8 
Kegiatan pembangunan yang melibatkan multi pihak dan lintas 
urusan dapat diatur kemudian melalui nota perjanjian para 
pihak. 

Pasal 9 ? 

Dalam pembangunan kawasan ekowisata terpadu, Pemerintah 
memprioritaskan pada pembangun fasilitas umum, fasilitas 
sosial dan infrastruktur lainnya yang mendukung pariwisata. 

BABV 

PEMANFAATAN EKOWISATA TERP ADU 

Pasal 10 
Kawasan ekowisata terpadu akan dimanfaatkan sebagai sentra 
pengembangan ekonomi masyarakat yang ditujukan untuk 
penyediaan lapangan kerja, peningkatan investasi, peningkatan 
produktifitas daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai wahana 
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

✓ 

Pemerintah 
pendukung 
komponen 
pelayanan. 

Pasal 1 1  
sebagai pengelola kawasan dan penyedia layanan 
ekowisata dapat memanfaatkan retribusi sebagai 
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan 

Pasal 12 
4  

Kawasan ekowisata terpadu dapat ditandai dengan 
pembangunan pintu gerbang yang secara jelas memberikan 
batasan pengelolaan sekaligus penanda area. 

4 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan. 

Ditetapkan d i :  Kuningan 
Pada Tang a l :  .2 3  -lo · »  

Diundangkan di 
Pada Tanggal 

: Kuningan 
: y   

YDRN'TARIS DAERAH 
KUNINGAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2018 NOMOR../3 
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